nan Konflik Sosial oleh DPR pada

tanggal 11 April lalu yang diharapkan

mampu menangani konflik yang

kerap terjadi di negeri ini, kini banyak
‘menuai protes dari lembaga-lembaga
kemanusiaan dan publik. Pasalnya
UU ini kerap disalahgunakan oleh pe-
nguasa. Ada beberapa poin yang
harus diperhatikan dalam UU ini,
salah satunya adalah kewenangan
pemerintah daerah menggunakan
kekuatan TNI untuk mengatasi kon-
flik sosial.

Produk inisiatif DPR ini semakin
menandakan bahwa negara masih
berada dan tergantung pada TNT da-
lam menyelesaikan konflik sosial,
UU ini juga sarzt dengan kekuasaan
otoriter vang hanya mementingkan
penyelesaian konflik secara represif
dengan kekuatan TNI bukannya pre-
ventif dengan pendekatan vang lebih
populis menengahi konflik di negara
* ini yang dapat terjadi dengan banyak
sehab dan kriteria.

Harus ada pengelompokan kriteria
jelas mengenai sebab-sebab konflik,
sehingga menuntut penyelesaian
vang berbeda pula. Tidak menggu-
nakan TNI yang lebih Jbersitat pe-
nangkal serangan atau pasukan serbu.
Konflik sosial lebih kepada kesa-
lahpahaman antar individu ataupun
kelompok yang masih dapat didamai-
kan dengan pendekatan populis dan
musyawarah.

Pendekatan UU PKS jelas membe-
rikan celah bagi penguasa baik pusat
maupun daerah berkuasa besar me-
nentukan dan mendefinisikan konflik
secara diskresi yang berujung pada
banyak pelanggaran Hak Asasi Ma-
nusia.

Pada era orde baru, pemerintah
juga menggunakan kekuatan TNI
sebagai penangkal konflik-konflik

daerah dengan program ABRI masuk

desa, sehingga gejala-gejala ke 11
diredam. Di

~dakzmseperh m?tfdak dapat Jiterakan

sq.m.angqt demo-
men

Setelzh disahkannya UU Penanga-

! te]ah d:l.ah_lr

‘manusiaan.

Polisi seba.ga: satuan pen_]agai‘
keamanan dalam negeri juga seperti

kehilangan porsi tugasnya karena

ketidakpercayasan pemerintah terha-
dap kinerjanya dan Iebih mengguna-
kan TNI yang dianggap lebih efisien
dan ccpat dalam menangani konflik.
Padahal konflik bisa terjadi karena
ketidakpuasan rakyat terhadap kebi-
jakan-kebijakan pemerintah.

Beberapa waktu lalu terjadi de-
monstrasi besar terkait kenaikan
harga BBM dibeberapa wilayah. De-
monstrasi ini dapat saja dikategorikan
konflik sosial dan pemerintah bisa
suja menjadikan demonstrasi sebagai
salah sat konflik sehingga memberi-
kan legitimasi bahwa pemerintah da-
pat menggunzkan TNI dalam mena-
ngan masalah tersebut.

Walaupun beberapa poin krusial
telah dihapus. seperti kewenangan fo-
rum koordinasi pimpinan daerah un-
tuk mengerahkan TINI dihapus namun
tidak serta merta menghilangkan ke-
wenangan pusat mengerahkan kekuat
an TNI guna menangani konflik.

UU No 23 tahun 1959 tentang ke-
adaan bzhaya, juga seperti terlahir
kembali pada UUU PKS ini, seperti
susunan UU yang lebih dahulu mem-
bicarakan mengenai penanganan
vang dilakukan oleh TNI dari pada
aspek-aspek lain penyebzb konflik
terjadi.

Kebijakan ini lagi-lagi menjadikan
TNI dilema, karena pada hakikatnya
TNI merupakan bagian dari rakyat
dan bertugas menjaga rakyat agar me-
rasa aman, kini beralih tugas menjadi
“Hantu” yang selalu menakuti rakyat
dan membuat ketidaknyamanan itu
sendiri lahir di tengah masyarakat.

Aspek HAM seharusnya lebih
diutamakan pada setiap produk yang
berkaitan dengan penggunaan TNI di
dalam negeri. Berbeda konteks jlka
peperangan terjadi karena hal ini

leh konvensi-konvensi
Humaniter terkait



